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PILKADA 2024
Putusan Mahkamah Konstitusi
dan Manuver DPR

anuver cepat DPR dan
M pemerintah  merevisi
U n&mg Undang T‘e—

Elemen masyar
daerah berdemonstrasi meno-
lak upaya revisi ULT Pilkads
yang. menurut rencana. disah-
an di Rapat purna DR,
Kamis (22/8/2024),

Penolakan itu tak lepas dari
intrik yang dilakukan legisktil
dan eksekutif yang ingin meng-
hidupkan kembali  ketentuan
ambang batas pencalonan ke-
ala daerah seperti diatur da-
n Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Daerah (Pil-
kada). Padahal, ambang batas
pencalonan sebesar 20 persen
kursi atau 25 persen suara sah
dari parpol pemilik kursi di De-
wan Perwakilan Rakyal Daerah
(DPRD) lelah dinyatakan in-
konstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi (MK, Selasa (20/8).

Dalam  Putusan Nomor
60/PUU-XXTT/2024 yang  di-
mohonkan oleh Partai Buruh
dan Partai Gelombang Rakyat
Indonesia (Gelora). MK mem-
huat norma baru tentang am-
bang b pencalonan kepala
daerah. Untuk mengajukan pa-
sangan kepaly daerah, parpol
atau gabungan parpol peserta
pemilu harus memperole
ra sah ber! . ;i
bergantung pada jumlah daftar
pemilib tetap di daerah te
but.

mun, kurang ds
sejak putusan dibacakan, Badan
Legislasi (Baleg) Dewan Perwa-
kilan Rakyat (DPR) langsung
meu;,..u.hk.m rapat untuk mem-
bahas revisi T Pilkada, Rabu
(z!l 8), A, h.my‘.\ dalam

as
Penu.\ng‘\n (PDI-T} yang me-
nyatakan tidak sependapat,
Dalam revisi UU Pilkada
akan disahkan ke pariprna,

mb—mg hatas
kaerah sesu-

parpol yang lidak mej
si di DPRTD. Sedangkan hagi
parpol yang memiliki kursi di
DPRD. tetay
tentuan
yang lelah di
stitusional.

“Baleg DPR pal:‘\kul
pain din nguras
terhadap
memang b
tusan MK,

yang akan memil
siden Partai Buruh ¢
(I.|I.\m i
st Meja The 1
Ambang B
Siapa Jadi hel.\l
TV, Rabu (21/8) malam.

Dalam acara yang dipandu
warta or Budiman
nuredjo itu hadir pula sehags
narasumber Ketua Dewan Pim-
pinan Pusat Partai Gerindra
Hendarsam Marantoko; man
tan Hakim Mahkamah Kon:
tusi Maruars haan; peng-
Hukum Tata Negara di
m Indonesia
Susanli; serta
u di
Ang-

Jentera, Bivitri
pengajar  Hukum  Pen
Universitas Indonesia,
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Menurut Said Tgbal, revisi ki-
kukan pembentuk
nenunjukkan ada L»:L.lm—
watiran  terhadap  kontes
Pilkada 2024, Elite parpol y:
ingin mengembalikan lagi syi
ral ambang batas pencalonan
kepala daerah sesuai ketentuan
awal khawatir kandidat yang
telah diusung kalah dalam pil-
kada

“Ultra petita™

Menurut Hendarsam, putus
n MK telah melampaui apa

s dimohonkan atau exdtra pe
fitw. Permohonan Partai
Buruh dan Gelora hanya ber-
kaitan dengan hak parpol yang
tidak memiliki kurs: DPRD agar
dapat. mengusung calon kepala
daerah. Namun, MK justri
mengatur ambang batas yang
u parpol pemilik
DPRD. Bahkan. ambang

cepada semua parpol di-
samakan dengan _angka
,muh lehils rendgh.

E lain, MK juga dinilai
lej}nlu ikut campur  dengan
kontestasi P\Bm:h 2024. Sebab,

MK

it materi revisi
ara terang ben-
mengindahkan
putusan MK. Dalih bahwa revisi
dilakukan untuk ml-ng.lknmn—
dasi putusan MK juga lidak
benar, Sehab, pasal yang direvisi
Justru - bertentangan  dengan
putusan dan  pertimbangan

Di sisi lain, revisi UU Pilkada
hanya terkait pasal-pasal yang

putusan
MK No m,'[’L XXTT/2024
yang menghapus larangan kam-
panye pilkada di kampus.
ngapa tidak ada pembi-
caraan soal itu dalam rapat Ba-
leg? Karena memang orienta-
simya ada  kepentingan
yang terganggu dan itu kepen-
tingan dari mayoritas partai di
parlemen,” ucap Titi.
Menurut Bivitri, DPR dan pe-
merintah  telah  melaku
pembangkangan konstitusi. Se-
bab, setelah putusan MK diba
cakan, norma te; el)ulhun,auu;.
berlaku, Juga t
n dalam putusan te
hingga tidak boleh dxmf

secara herbeda, apalagi dipu-
tarbalikkan. Putusan MK itu
juga tidak perlu Aklanjuti

dengan  merevisi undang-un-
dang  layakn; @

kan kemarahan publik sebe
nya adalah kami dianggap se-
perti bodoh semua. Seenaknya
aturan dan akal sehat dipatar-
balikkan. Ttu, kan, seperti

dalam’ pertimt A,
turut melihat potensi muncul-
v calon tungga
tusan itu dibe
schelum pendaft '
bakal calon kepala daerah ke—
tika sudah muncul potensi ca-
lon tunggal di beberapa dae-
rah.

"Norma yang diputus MK
ada yang menunggangi karena
ada tidaknya kotak kosong
bukan urusan MK untuk men-
campuri. Bahkan, di pilka-
da-pilkada sehelumnya juga su-

Anggota DPR menunggu dimulain;
pleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kan
agenda pengambilan keputi
tersebut akhirnya ditunda karena tid

den;

b wargn bodoh-bo-
doh schimgn membuat publik
sakil hati dan |

dibentuk untuk
stitusi yang menjaci sumber da-
ri keabsahan seluruh kebijakan
ataupun peraturan legislasi.
"Kalau acda
dak meng
demokras

paripurna di Kom-
/8/2024). Rapat

1 tingkat 11 RUU Pilkada
¢ kuorum,




